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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan 

hasil output pada SPSS 29 dengan nilai probabilitas 0,006 < 0,05 selain itu, 

nilai thitung 2,836 > ttabel 1,986. Pengetahuan pajak wajib dimiliki oleh setiap 

wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya 

pengetahuan pajak maka wajib pajak akan bersikap acuh tak acuh terhadap 

tanggung jawab dan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dan dikategorikan dengan garis 

kontinum, sebagian besar responden sudah memiliki pengetahuan pajak yang 

memadai dan sudah masuk ke dalam kategori baik.  

2. Penerapan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini 

didukung dengan hasil output SPSS 29 dimana didapatkan nilai probabilitas 

di bawah 0,001 < 0,05 selain itu, thitung 4,268 > ttabel 1,986. Penerapan self 

assessment system memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri 

dan bertanggung jawab atas perhitungan pajak terutangnya. Sehingga setiap 

wajib pajak dituntut untuk aktif dalam membayar pajaknya tanpa campur 

tangan fiskus, dalam sistem ini fiskus hanya membantu mengawasi saja. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dan dikategorikan dengan garis 

kontinum, penerapan self assessment system telah dilaksanakan secara baik 

oleh wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. 

3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan hasil 

output SPSS 29 dimana didapatkan nilai probabilitas di bawah 0,001 < 0,05 
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selain itu, thitung 4,507 > ttabel 1,986. Sanksi pajak merupakan tindakan 

preventif yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat memberikan efek jera 

bagi siapapun yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sesuai 

dengan undang-undang. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang sudah diolah 

dan dikategorikan dengan garis kontinum, sanksi pajak masuk ke dalam 

kategori sangat baik, artinya wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku 

UMKM di Bandung sudah mengerti bahwa adanya sanksi yang berlaku bagi 

siapapun yang melanggar. 

4. Pengetahuan pajak, self assessment system, dan sanksi pajak secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan 

hasil output SPSS 29 yang menunjukkan nilai probabilitas di bawah 0,001 < 

0,05 selain itu Fhitung 69,507 > Ftabel 2,704. Kepatuhan wajib pajak merupakan 

tindakan wajib pajak yang bertanggung jawab dalam membayar pajak 

terutangnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah dan 

dikategorikan dengan garis kontinum, kepatuhan masuk ke dalam kategori 

baik, artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di 

Bandung sudah memiliki tingkat kepatuhan yang baik tetapi masih perlu 

ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik.  

 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaannya, 

di antaranya:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Metode lain yang perlu digunakan adalah wawancara, namun 

karena adanya keterbatasan waktu dalam mengumpulkan responden sehingga 

metode wawancara tidak dapat digunakan secara maksimal.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 96 responden dimana jumlah tersebut 

masih terbilang sangat sedikit untuk merepresentasikan Kota Bandung. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan di 

antaranya: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM 

Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan pajak, menerapkan self assessment system lebih 

baik, dan mengetahui adanya pengenaan sanksi jika melanggar peraturan 

sehingga wajib pajak dapat berusaha menghindari sanksi yang berlaku. Jika 

wajib pajak dapat melaksanakan ketiga faktor tersebut, maka dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang.  

2. Direktorat Jenderal Pajak 

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan lebih dalam 

mengenai perpajakan, terutama apabila terdapat perubahan dalam peraturan 

maupun adanya insentif terbaru. Dengan begitu, wajib pajak menjadi lebih 

mengerti mengenai adanya peraturan terbaru yang berlaku. Selain itu untuk 

penerapan self assessment system wajib pajak masih perlu bantuan, sehingga 

masih perlu penyuluhan mengenai bagaimana cara menghitung, menyetor, 

dan melapor pajak serta penggunaan SPT yang benar.  

3. Penelitian Selanjutnya.  

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji dan menggunakan variabel 

independen seperti kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan 

sosialisasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk melihat faktor lain yang dapat 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab 

membayar pajak terutang.  
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